
a. bahwa penyelesaian kerugian Negara merupaxan

tugas yang harus dilaksanakan secara cermat, tcliti,

penuh rasa tanggung jawab, dengan inenggunakan

sistern administrasi yang tertib dan akuntabel sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku scrta

didukung oleh tenaga pengelola yang profesional guna

menghindari timbulnya kerugian Negara:

b. bahwa pengaturan penyelesaian kerugian Negara

sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 046/

KMA/SK/Ill/2009 tentang Pedoman Penyelcsaian

Kerugian Negara di Mahkamah Agung dan Empai

Lingkungan Peradilan yang berada di bawahnya

sudah tidak sesuai lagi dengan perkernbangan saat

ini sehingga perlu dicabut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

diruaksud pada huruf a dan b, perlu menciapkan

Pcraturan ~,~G.hkamahAgung Republik Indonesia yang

sesuai dcngan perkembangan saat ini.

Menimbang

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

:!JENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

'.
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA 01 LINGKUNGAN

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN PERADILAN

YANG BERADA DIBAWAHNYA

TENTANG

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIKINDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2013
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1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359)

dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3;

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958), dengan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

perubahan terakhir atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang

Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3890);

Mengingat



158);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3344, sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

6. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 (Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 22

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611), dan

perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009;

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang

Peradilan Militer (Lembaran Negara Nomor 84 Tahun

1997 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3713);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

-3 -

34 Tambahan Lembaran Negara NomorNomor

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 37 ) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

49 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009
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9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Tata Cara Penghapusan Piutang NegaraJ Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara./Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 210,

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4855);

13. Peraturan Pernerintah Nomor 53 Tahun 2010,

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5135);

14. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara

Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap

Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 147).
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penggantian atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat

langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar

hukum atau kelalaian dalam melakukan kewajibannya;

untuk menuntutNegara serta pihak ketiga dengan tujuan

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dimaksud

dengan:

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang

yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan

hukum baik sengaja maupun lalai;

2. Bendaharawan adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas

untuk dan atas nama Negara atau daerah, menerima, menyimpan dan

membayar / menyerahkan uang atau surat berharga atau barang­

barang Negara/ daerah;

3. Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu cara perhitungan dan

pertanggungjawaban terhadap Bendaharawan jika dalam

pengurusannya terjadi kekurangan perbendaharaan;

4. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap

Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan Pejabat

Pasal 1

Bagian Pertama

Pengertian dan Istilah

BAB I

KETENTUANUMUM

REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN PERADILANYANG

BERADADIBAWAHNYA.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK

TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN

LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG

PERATURAN

INDONESIA

NEGARA DI

Menetapkan

MEMUTUSKAN:
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5. Perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan melanggar hukum

dalam konteks hukum Perdata, Pidana dan Administrasi Negara yang

subyeknya adalah setiap Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri bukan

bendahara dan Pejabat Negara serta Pihak ketiga karena

perbuatannya melanggar hukum atau lalai dalam melaksanakan

kewajiban yang dibebankan kepadanya, secara langsung maupun

tidak langsung merugikan Negara, wajib mengganti kerugian tersebut;

6. Kekayaan Negara adalah kekayaan yang berasal dan atau dibeli dari

sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)dan dari

bantuan luar negeri atau kekayaan lainnya yang menurut peraturan

perundang undangan yang berlaku merupakan hak milik Negara;

7. Pembebanan Kerugian Negara adalah tindakan administrasi yang

dilakukan oleh Seketaris Mahkamah Agung RI atas nama Ketua

Mahkamah Agung RI untuk menjamin kepentingan Negara dari yang

bersangkutan dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku, agar

dapat dilakukan penagihan penyelesaian kerugian Negara;

8. Pegawai Negeri adalah mereka yang memenuhi syarat -syarat yang

ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku,

diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu

jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan

berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Pejabat Negara Mahkamah Agung RI adalah Ketua, Wakil Ketua, Ketua

Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, serta Ketua,

Wakil Ketua, dan Hakim pada Badan Peradilan yang berada di

bawahnya;

10. Pihak Ketiga adalah Penyedia barang dan jasa baik berupa orang atau

badan hukum termasuk tenaga honorer, yang karen a perbuatannya

melawan hukum baik sengaja maupun lalai dan dianggap ikut

bertanggungjawab atas kerugian Negara;

11. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut

SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan

/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas
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Peraturan ini berlaku untuk penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi terhadap :

1. Calon PegawaiNegeri;

2. PegawaiNegeribukan Bendahara;

3. Pejabat Negara;

Pasal 2

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

kerugian Negara yang dibebankan secara bersama-sama kepada dua

orang atau lebih;

15. Tim Ad hoc adalah tim yang dibentuk oleh pimpihan satuan kerja untuk

melakukan pemeriksaan atas kerugian Negara yang terjadi dan

membuat Berita Acara Pemeriksaan serta melaporkannya kepada

Pimpinan Satuan Kerja dan Sekretaris Mahkaman Agung RI selaku

Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN);

16. Surat Kesanggupan Membayar (SKM) adalah pernyataan tertulis yang

dibuat oleh Penyedia Barang dan Jasa yang merugikan Negara dan

merupakan pengakuan serta kesanggupan untuk mengganti besarnya

jumlah kerugian Negara ;

17. Force Majeure adalah suatu keadaan yang telah terjadi diluar dugaan

dan/ atau kemampuan manusia;

18. Kelalaian adalah mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan dan

atau tidak melakukan kewajiaban ke hati-hatian sehingga menyebabkan

kerugian Negara.

walaupunkerugian Negaraserta kesanggupan untuk mengganti

jumlahnya belum dapat dipastikan;

14. Tanggung Jawab Renteng adalah kewajiban bertanggung jawab terhadap

kerugian Negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian Negara

dimaksud;

12. Upaya damai adalah penyelesaian secara musyawarah atau sukarela

tanpa melalui proses Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti

Rugi atau pengadilan yang dilakukan berdasarkan laporan awal atau

laporan hasil pemeriksaan.

13. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab (SPB) adalah pernyataan tertulis

yang dibuat oleh Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri, Pejabat Negara

dan tenaga honorer yang merugikan Negara dan merupakan pengakuan
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(I) Verifikasi dilakukan untuk mengungkapkan kerugian Negara yang

terjadi pada satuan kerja di Lingkungan Mahkamah Agung Republik

Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

(2) Apabila pada Satuan Kerja diketahui adanya kejadian yang

mengakibatkan kerugian Negara yang langsung maupun tidak

langsung dilakukan oleh : Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri

bukan Bendahara, Pejabat Negara dan Pihak Ketiga, wajib dilaporkan

oleh Kepala Kantor / Satuan Kerja kepada Sekretaris Mahkamah

Agung RI selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).

(3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan selambat

lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal4

Informasi tentang kerugian Negara, dapat diketahui dari :

(1) Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

(2) Laporan hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP);

(3) Laporan hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;

(4) Pemberitahuan atasan langsung atau Kepala Kantor JSatuan Kerja;

(5) Hasil monitoring, evaluasi dan supervisi oleh Tim atau pejabat yang

diberi kewenangan melakukan verifikasi;

(6) Perhitungan Ex Officio;

(7) Yang bersangkutan.

Pasal 3

BABII

VERIFlKASIDANPELAPORAN

4. Pihak Ketiga.

di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan

yang berada dibawahnya.
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2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah

Agung Republik Indonesia.

Kepala Biro Keuangan Badan Urusan

Administrasi Mahkamah Agung

Republik Indonesia.

c. Sekretaris

b. Wakil Ketua

(1) Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dalam lingkungan

Mahkamah Agung RI terdiri dari :

a. Ketua Sekretaris Mahkamah Agung Republik

Indonesia

l. Kepala Badan Urusan Administrasi

Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pasal7

BABIII

TIM PENYELESAIANKERUGIANNEGARA

Setiap tindakan, hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagaimana dimaksud dalam

pasal 5 ayat (2), dilaporkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku

Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)untuk ditindak lanjuti;

Pasal6

(1) Setelah menerima laporan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 ayat (2), apabila diperlukan Sekretaris Mahkamah Agung RI dapat

menugaskan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI untuk

melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan;

(2) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI segera melakukan tindakan

dalam rangka pengawasan maupun upaya pengembalian kerugian

Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Pasa15



- 10-

Mahkamah Agung RI dalam menangani Penyelesaian Kerugian
Negara. Dalam melaksanakan tugas Tim Penyelesaian Kerugian
Negara (TPKN)menyelenggarakan fungsi untuk :

a. Menginventarisasikasus kerugian Negarayang diterima;
b. Mengumpulkan dan melakukan Verifikasi terhadap bukti-bukti

pendukung bahwa Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri bukan
Bendahara, Pejabat Negara dan Pihak Ketiga yang telah
melakukan perbuatan melanggar hukum atau lalai dalam
melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya baik
secara langsung maupun tidak langsung, secara sengaja maupun
tidak sengaja yang mengakibatkan terjadinya kerugian Negara;

c. Menginventarisasi harta kekayaan milik Calon Pegawai Negeri,
Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Negara dan Tenaga
Honorer yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian
kerugian Negara;

d. Menyelesaikan kerugian Negara melalui Surat Keterangan
Tanggung jawab Mutlak (SKTJM),Surat Kesanggupan Membayar
(SKM),Surat Keputusan Pembebanan;

e. Menatausahakan penyelesaian kerugian Negara;
f. Apabila diperlukan dapat meminta kelengkapan data dan

informasi tambahan pada Satuan Kerja;

e. Sekretariat

d. Anggota 1. Para Sekretaris Unit Eselon I di
lingkungan Mahkamah Agung
Republik Indonesia.

2. Para KepalaBiro di LingkunganBadan
Urusan Adminstrasi Mahkamah Agung
Republik Indonesia.

Bagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti

Rugi Biro Keuangan Badan Urusan
Administrasi Mahkamah Agung Republik
Indonesia.

(2) Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)bertugas membantu Ketua
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Apabiladari hasil penelitian dan pemeriksaan diduga terdapat :
a. Unsur tindak pidana khusus, maka Sekretaris Mahkamah Agung RI

selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)melaporkan
KepadaKejaksaan AgungRI;

b. Unsur pidana umum, maka atasan langsung yang bersangkutan
melaporkan kepada Kepolisiansetempat;

Pasa19

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
menerima penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1),hasil
penelitian dan pemeriksaan harus disampaikan kepada Sekretaris
Mahkamah Agung RI se1aku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara
(TPKN)disertai usul/rekomendasi penyelesaian kerugian Negara yang
bersangkutan;

Pasa18

g. Apabila diperlukan dapat menyelenggarakan rapat/ pertemuan ke

lokasi kasus dalam rangka tindak lanjut penyelesaian kerugian

Negara;

h. Memberikan saran terhadap penjatuhan hukuman /eanksi

kepada pelaku kerugian Negara;
1. Apabila dari hasil penelitian ternyata kerugian Negara

menyangkut beberapa Instansi/Lernbaga Pemerintah lainnya,

Ketua Mahkamah AgungRImelalui Sekretaris Mahkamah Agung
RI dapat membentuk Tim Gabungan dengan Instansi/Lembaga
Pemerintah terkait untuk melakukan pemeriksaan dan
menyelesaikan kerugian Negara;

J. Sekretaris Mahkamah Agung RI menyampaikan laporan
perkembangan penyelesaian kerugian Negara kepada Ketua
Mahkamah Agung RI dengan tembusan disampaikan kepada
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)RI;
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(1) Upaya penyelesaian secara damai hanya dapat dilakukan apabila :

1.Kerugian Negara telah ditetapkan jumlahnya ;

2. Pihak yang bersangkutan tidak dapat membuktikan bahwa ia

bebas dari kesalahan atau kealpaan.

(2) Penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dapat dicantumkan dalam usul penyelesaian kasus pada laporan

awal atau pada waktu dilakukan tindakan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (2);

Pasal 11

BABIV

UPAYADAMAI

(1) Apabila dalam penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terbukti bahwa

kerugian Negara dilakukan oleh lebih dari seorang pelaku maka

kepada yang bersangkutan di kenakan tanggung jawab renteng

sesuai dengan tingkat keterlibatan dan tanggung jawabnya serta

tingkat kelalaian atau kesalahannya;

(2) Jika yang bersangkutan dalam hasil pemeriksaan oleh Badan

Pengawasan Mahkamah Agung RI tidak terbukti melakukan

kesalahan atau kelalaian maka Badan Pengawasan Mahkamah

Agung RI dapat memberikan rekomendasi pembebasan kepada Ketua

Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).

(3) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di lakukan oleh

Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Ketua Tim Penyelesaian

Kerugian Negara (TPKN).

Pasal 10

c. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b)

harus disertai upaya pengembalian kepada Negara disesuaikan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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(1) Terhadap jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3)

dibuat daftar diatas kertas bermaterai yang memuat :

a. Semua jenis serta lokasi barang yang dijaminkan;

b. Surat-surat pemilikan atau surat bukti hak atas barang;

Pasal 15

(1) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)dibuat oleh yang

bersangkutan dan diketahui Kepala Satuan Kerja serta 2 (dua) orang

saksi untuk disampaikan pada :

a. Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Ketua Tim Penyelesaian

Kerugian Negara (TPKN);

b. Bendahara, sebagai dasar untuk membuat Surat Kuasa

Pemotongan Gaji.

Pasal 14

Pelaksanaan penyelesaian secara damai harus diketahui oleh Kepala

Satuan Kerja atau atasan langsung yang bersangkutan yang sekaligus

dapat bertindak sebagai penerima kuasa dari pelaku penyebab kerugian

Negara.

Pasal 13

(1) Penggantian kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

dapat dilakukan secara tunai atau secara angsuran hingga lunas

dalam waktu paling lama 24 Bulan;

(2) Jika penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan cara angsuran, maka dilakukan dengan cara pemotongan gaji

dan atau penghasilan lainnya dari yang bersangkutan.

Pasal 12

(3) Penyelesaian secara damai dilakukan dengan membuat Surat

Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, disertai jaminan serta Surat

Kuasa khusus pengalihan hak.
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(1) Pelaksanaan penyerahan benda jaminan dapat dilakukan dengan
cara:
a. penyerahan penuh yaitu penyerahan benda lengkap dengan

surat-surat bukti pemilikannyaatau;
b. penyerahan surat-surat bukti pemilikan, jika bendanya masih

dikuasai oleh pemiliknya yang untuk itu perlu diikuti dengan

Surat Kuasa Penyerahan sebagaijaminan.
(2) Apabila benda jaminan berupa surat berharga atau benda berharga

yang dapat disimpan dalam brankas maka penyimpanan diserahkan
kepada KPPN atau Bendaharawan yang telah ditunjuk untuk
melakukan pemotongangajiyang bersangkutan ;

(3) Apabila benda jaminan berupa benda bergerak lainnya, maka
penyimpanannya diserahkan kepada pejabat yang ditunjuk ;

(4) Apabila penyelesaian upaya damai dilakukan berupa pembayaran
uang tunai, maka uang tersebut harus disetor oleh Bendaharawan

atau pejabat penerima kepada Kas Negara dengan disertai bukti
penyetoran;

Pasal 16

C. Perkiraan nilai barang dan atau pendapatan yang pasti atau
diterima oleh yang bersangkutan.

(2) Apabilaperkiraan nilai barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf c lebih kecil dari kerugian Negara,maka dapat ditutup dengan
harta kekayaan ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola

atau diperolehdari yang bersangkutan;
(3) Pemberian jaminan dari harta ahli waris harus dinyatakan dalam

surat kesanggupan dari orang yang mempunyai harta kekayaan
untuk memenuhi nilai kerugian Negara;

(4) Surat Kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus
disertai pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.
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Apabila ternyata, janji atau kesediaan yang telah dinyatakan dalam Surat

Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)tidak dipenuhi dalam waktu

sebagaimana telah ditentukan, maka penjualan benda jamman

dilaksanakan sesuat dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Pasal 19

(1) Bendahara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 14

ayat (1) huruf b wajib melakukan tagihan-tagihan sesuai dengan

syarat-syarat yang ditentukan dalam Surat Keterangan Tanggung

Jawab Mutlak, kemudian mengirimkan fotocopy bukti pembayaran

angsuran kerugian Negara berupa SPMjSSBP kepada Biro Keuangan

Badan Urusan Administrasi cq. Bagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti

Rugi;

(2) Dalam hal pelaku atau yang menandatangani Surat Keterangan

Tanggung Jawab Mutlak tidak memenuhi kesanggupan, maka

bendaharawan melalui Kepala Satuan Kerja atau Paniteraj Sekretaris

selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)melaporkan secara tertulis

ten tang alasan ketidaksanggupan itu kepada Sekretaris Mahkamah

Agung RI selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN);

Pasal 18

Bendaharawan atau pejabat penerima wajib melakukan inventarisasi

barang-barang yang disimpan sebagai jaminan, dengan cara antara lain:

a. Membuat Berita Acara Penerimaan;

b. Membukukan penyimpanannya;

c. Melaporkan penyimpanan dan penerimaan serta keadaan benda-benda

jarrunan tersebut kepada atasan langsungnya dengan dilampiri Berita

Acara.

Pasal 17
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(1) Tuntutan Ganti Rugi dilakukan terhadap Calon Pegawai Negeri,

Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Negara, dan Pihak ketiga

yang pad a waktu menjalankan kewajiban, tugas dan jabatannya,

Pasal22

BABV

TUNTUTANGANTIRUGI

(1) Apabila kerugian Negara yang dibebankan pada yang bersangkutan

belum lunas, sedangkan yang bersangkutan akan menjalani pensiun,

maka Kepala Satuan Kerja memberitahukan kepada Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)melalui Surat Keputusan

Pemberhentian Pernbayaran (SKPP),bahwa yang bersangkutan masih

terhutang kepada Negara dan agar dapat dilakukan penagihan atas

sisa hutang tersebut;

{2} Apabila kerugian Negara yang dibebankan pada yang bersangkutan

belum lunas, sedangkan yang bersangkutan meninggal dunia, maka

pejabat yang menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab

Mutlak (SKTJM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 segera

memberitahukan kepada ahli warisnya tentang masih adanya sisa

hutang tersebut berikut cara pelunasannya;

(3) Pelaksanaan pembayaran sisa hutang oleh ahli waris dapat diadakan

perubahan sepanjang perubahan tersebut tidak merugikan

kepen tingan Negara;

Pasa121

Apabila sampai tiga kali penagihan yang bersangkutan belum memenuhi

kewajibannya, maka pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

membatalkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKT,JM)yang

telah dibuat dan terhadap yang bersangkutan dilakukan proses Tuntutan

Ganti Rugi.

Pasal 20



Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)mengeluarkan Surat

Pemberitahuan Ganti Rugi (SPGR) kepada yang bersangkutan setelah

menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasa14.
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Pasa125

Untuk melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana tersebut dalam

pasal 22 (1) diperlukan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasa14

Pasa124

Tuntutan Ganti Rugi hanya dapat dilakukan apabila :

a. Negara telah dirugikan;

b. Kerugian Negara harus telah pasti;

c. Kerugian Negara sebagai akibat tindakan lang sung atau tidak

langsung dari Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri bukan bendahara,

Pejabat Negara, dan Pihak Ketiga yang pekerjaannya berhubungan

langsung dengan satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI;

d. Tidak dapat diselesaikan dengan cara damai;

Pasa123

secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian

Negara;

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dapat berupa :

a. Penyalahgunaan wewenang;

b. Korupsi;

c. Pencurian;

d. Penggelapan;

e. Penipuan;

f. Menaikan harga;

g. Merubah kwalitas atau mutu tidak sesuai dengan spesifikasi

barang;

h. Tidak memberikan pertanggungjawaban keuangan pada

waktunya;

1. Merusak barang milik Negara;

J. Menghilangkan uang atau Barang Milik Negara.



Jika dari hasil penelitian tersebut dalam Pasal 5 diperoleh bukti-bukti

yang kuat untuk melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi dan tidak dapat

diselesaikan dengan jalan damai, maka Sekretaris Mahkamah Agung RI

selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)memberitahukan

kepada Pegawai yang bersangkutan atau ahli waris atau mereka yang

memperoleh hak daripadanya ten tang :

a. Jumlah kerugian yang diderita Negara yang harus diganti;

b. Sebab dan alasan ia dibebani ganti rugi tersebut;

c. Tenggang waktu untuk mengajukan keberatan yaitu 14 (empat belas)

hari setelah menerima surat pemberitahuan;
- 18 -

Pasa128

Penuntutan dan keputusan mengenai kerugian Negara yang diakibatkan

oleh Calon Pegawai Negeri atau Pegawai Negeri bukan Bendahara dan

Pejabat Negara serta Pihak ketiga dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung

RI melalui Sekretaris Mahkamah Agung RI;

Pasal27

1. Jika upaya damai untuk memperoleh penggantian kerugian Negara

tersebut dalam Pasal 23 huruf (d) tidak tercapai maka kepada Calon

Pegawai Negeri, Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan Pejabat Negara

diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan (SKP) sedangkan Pihak

Ketiga dikenakan Tuntutan Ganti Rugi dengan menerbitkan Surat

Kesanggupan Membayar (SKM);

2. Surat Keputusan Pembebanan (SKP) atau Surat Kesanggupan

Membayar (SKM) sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan dasar

untuk melakukan pembayaran angsuran atau pelunasan dari yang

bersangkutan;

3. Jika dianggap perlu dapat pula surat keputusan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sebagai dasar untuk

melakukan penyitaan penjagaan atas harta kekayaan milik yang

bersangkutan dengan perantaraan pihak yang berwajib.

Pasa126
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(1) Jika tenggang waktu yang t elah ditetapkan sebagairnana dimaksud

dalam pasal 31 huruf b sudah dilampaui tetapi yang bersangkutan

tidak mengajukan keberatan atau pembelaan ditolak, maka

Sekretaris Mahkamah Agung Rl selaku Ketua Tim Penyelesaian

Kerugian Negara (TPKN) c;_~as nama Ketua Mahkamah Agung RI

memutuskan untuk membebankan penggar.tian kerugian Negara

Pasal32

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dapat diterima jika :

a. Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b cukup jelas

dan diakui;

b. Kerugian dapat dilunasi atau diangsur dalam batas waktu paling lama

2 (dua) tahun;

c. Pembayaran angsuran cukup terjamin atau ada penjaminnya;

Pasa131

.Jika pembayaran ganti rugi yang dijanjikan itu cukup terjamin dan akan

lunas dalam batas waktu paling lama 2 (dua) tahun maka yang

bersangkutan harus menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab

Mutlak (SKTJM).

Pasal30

Calon Pegawai Negeri atau Pegawai Negeri bukan Bendaharawan dan

Pejabat Negara setelah menerima Surat Pemberitahuan Ganti Rugi (SPGR)

sebagaimana tersebut dalam Pasal 25, dapat :

a. Menyatakan bersedia mengganti kerugian secara damai dengan

pembayaran sekaligus atau dengan jalan mengangsur selambat­

lambatnya 2 (dua) tahun dan untuk itu yang bersangkutan

menyerahkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;

b. Mengajukan keberatan atas pembebanan ganti rugi yang akan

dikenakan kepadanya;

Pasa129
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(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) baru

dapat dilaksanakan setelah tenggang waktu 30 hari dilampaui tanpa

ada permohonan peninjauan kembali atau permohonan peninjauan

kembali ditolak, kecuali jika dalam keputusan pembebanan

ditetapkan harus segera dijalankan;

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1)

mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan;

Pasa134

(1) Dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menenma

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) yang

bersangkutan dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali

kepada Menteri Keuangan.

(2) Menteri Keuangan dapat memeriksa kembali dan memutuskan dalam

tingkat banding Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Jika permohonan peninjauan kembali diterima Menteri Keuangan,

maka oleh Ketua Mahkamah Agung RI melalui Sekretaris Mahkamah

Agung RI maka dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Pasa133

..
(3) Setelah tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

dilampaui, maka tuntutan ganti rugi menjadi kadaluarsa bila sejak

tahun terjadinya kerugian Negara tersebut tidak dilakukan

penuntutan ganti rugi kepada yang bersangkutan.

kepada yang bersangkutan dengan menetapkan jumlah dan waktu

yang harus diganti dalam surat keputusan pembebanan;

(2) Keputusan Pernbebanan ganti rugi tersebut sebagaimana dimaksud

ayat (1) pasal ini hanya dapat diterapkan dalam tenggang waktu

terbatas yaitu 5 (lima) tahun setelah tahun dimana kerugian itu

diketahui atau delapan tahun setelah tahun terakhir perbuatan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2)dilakukan;
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(I) Pembebasan Tuntutan Ganti Rugi dapat dilakukan dalam hal:

a. Tidak cukup bukti

b. Banding yang bersangkutan diterima dan diputuskan tidak

bersalah

(2) Pembebasan Tuntutan Ganti Rugi dilaksanakan oleh Sekretaris

Mahkamah Agung RI atas nama Ketua Mahkamah Agung RI dengan

menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Tuntutan Ganti Rugi

(3) Pernbebasan Tuntutan Ganti Rugi ini tidak menutup kemungkinan

untuk dibukanya proses penuntutan kembali apabila dikemudian

hari ternyata diperoleh bukti baru yang cukup

Pasa136

BABVI

PEMBEBASANTUNTUTANGANTI RUGI

(1) Untuk pemulihan kerugian Negara perlu tindakan penagihan

terhadap Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri bukan Bendahara

dan Pejabat Negara serta Pihak ketiga yang karena perbuatan

melawan hukum dan! atau melalaikan kewajiban yang

mengakibatkan kerugian Negara dengan melampirkan :

a. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab (SPB) atau Surat

Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) disertai Surat

Kuasa Pemotongan Gaji/Penghasilan:

b. Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi atau Surat Keputusan

Tingkat Banding yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Pasa135

(3) Jika dalam pelaksanaan terjadi kemacetan kecuali ditetapkan lain

oleh Ketua Mahkamah Agung RI melalui Sekretaris Mahkamah Agung

RI) pelaksanaan selanjutnya dilaksanakan oleh kepala satuan kerja

dengan perantaraan Panitia Urusan Piutang Negara dan atau Pihak

Kejaksaan.
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Piutang-piutang Negara yang telah dihapuskan dapat ditagih kembali

apabila yang berhutang telah mampu.

Pasa140

Tatacara penghapusbukuan piutang tuntutan ganti rugi dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasa139

Bagian Ketiga

Penghapusbukuan Piutang Tuntutan Ganti Rugi

Tatacara Penghapusan Piutang tuntutan Ganti Rugi dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasa138

Bagian Kedua

Penghapusan Piutang Tuntutan Ganti Rugi

Piutang Tuntutan Ganti Rugi diakui sejak diterbitkannya Surat

Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Kesanggupan

Membayar (SKM).

Pasa137

Bagian Kesatu

Piutang Tuntutan Ganti Rugi

BABVII

PENGHAPUSANTUNTUTANGANTIRUGI
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Penataan Arsip Kasus Kerugian Negara

(1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyelesaian Kerugian Negara,

setiap Satuan Kerja baik Tingkat Pertama, Tingkat Banding maupun

Unit Eselon I, wajib melaksanakan penatausahaan berkas kasus

kerugian Negara secara sistematis, tertib, teratur dan kronologis;

(2) Berkas-berkas dimaksud dalam kasus Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

adalah sebagai berikut:

a. Surat pemberitahuan terjadinya kehilangan kepada Sekretaris

Mahkamah Agung RI;

b. Surat Pernyataan Bertanggungjawab;

c. Informasi taksiran harga/Nilai Jual Kendaraan Bermotor dari

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) / harga pasar;

d. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);

e. Surat kuasa pengalihan hak;

f. Surat penyerahan jaminan;

g. Surat kuasa untuk melelang;

h. Surat kuasa pemotongan gaji;

1. Daftar kerugian Negara Mahkamah Agung RI;

J. Surat penunjukan pemegang barang;

k. Surat Tanda Penerimaan Laporan dari kepolisian;

Pasa142

Organisasi yang melaksanakan proses penyelesaian kerugian Negara,

yaitu : Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan

Unit Eselon I mernbantu proses penyelesaian kerugian Negara sampai

dengan pembuatan Surat Pernyataan Bertanggungjawab (SPB), Surat

Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) dan pelaksanaan tagihan

kemudian melaporkannya kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku

Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).

Pasa141

BABVIn

ORGANISASIDANPENATAUSAHAAN
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1. Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian;

m. Gambarjdenah tempat kejadian;

n. Surat penunjukanjpembentukan Tim Pemeriksa dari Satuan

Kerja;

o. Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa dari satuan kerja;

p. Fotocopy STNKdan BPKBkendaraan dinas;

q. Fotocopy, surat pembayaran kerugian Negara melalui Surat

Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan Akun 423922 - Pendapatan

pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Negara,

beserta [otocopy NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara)

atau bukti pemotongan angsuran melalui SPM yang diterbitkan

oleh bendahara pengeluaran (melalui pemotongan gaji), bila

sudah ada pembayaran angsuran;

(3) Kepala Satuan Kerja tempat terjadinya kerugian Negara wajib :

a. Membuat Laporan Daftar Kerugian Negara dan melaporkan

kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI cq Kepala Biro Keuangan

Badan Urusan Administrasi;

b. Menyimpan dan mengamankan semua berkasjbuku,

dokumenj surat dan alat bukti lainnya yang terkait dengan

peristiwa yang menimbulkan kerugian Negara;

(4) Penatausahaan dalam hal pegawai pindah domisilijpindah tempat

kerja, Kepala Satuan Kerja tempat terjadinya kerugian Negara wajib :

4.1. Memberitahukan kepindahan tersebut kepada Kepala Satuan

Kerja domisili yang baru dengan menggunakan Surat

Pemberitahuan dan berkas-berkas lainnya dengan tembusan

kepada:

a) Sekretaris Mahkamah Agung RI;

b) Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;

c) Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung-RI;

d) KPPNsetempat;

4.2. Mencatat kepindahan dimaksud pada butir 4.1 diatas dalam

lajur keterangan pada Daftar Kerugian Negara.
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Kepala Biro Keuangan.

Kepala Biro Perlengkapan.

a. Ketua

b. Wakil

l. Pembentukan Tim Pertimbangan guna membantu Sekretaris Makamah

Agung RI selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)perlu

dibentuk Tim Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara, dengan

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI.

2. Organisasi dan Keanggotaan Tim Pertimbangan

Pasal44

TIM PERTIMBANGANPENYELESAIANKERUGIANNEGARA

(1) Apabila dipandang perlu Kepala Satuan Kerja dapat membentuk tim

Ad-Hoc· untuk melakukan pemeriksaan dalam menyelesaikan

kerugian Negara yang terjadi pada satuan kerja yang bersangkutan.

(2) Tim Ad-Hoc terdiri dari :

1. Ketua;

2. Sekretaris;

3. Anggota;

(3) Tim Ad-Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dapat juga

dibentuk oleh unit atasannya.

Pasa143

TIMAD HOC

(5) Kewajiban Kepala Satuan Kerja domisili yang baru :

5.1. Membuat Daftar Kerugian Negara atas nama pegawai

bersangkutan.

5.2. Mencatat tindak lanjut penyelesaian kerugian Negara .

5.3. Melaporkan tindak lanjut penyelesaian kerugian Negara kepada :

a) Sekretaris Mahkamah Agung RI;

b) Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;

c) Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung-RI;

d) KPPN setempat;
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Pelaporan perkembangan penyelesaian kerugian Negara

a. Kepala Satuan Kerja wajib membuat laporan perkembangan

penyelesaian kerugian Negara berupa laporan Tuntutan Ganti Rugi

(TGR)dan laporan Pihak Ketiga;

b. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada

Sekretaris Mahkamah Agung selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian

Negara (TPKN);

Pasa145

BABIX

LAPORANPERKEMBANGAN

PENYELESAIANKERUGIANNEGARA

3. Tugas Pokok Tim Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara adalah:

a. Melakukan koordinasi mengenai kasus kerugian Negara

berdasarkan ketentuan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

b. Memberikan pertimbangan mengenai jangka waktu dan besarnya

angsuran kerugian Negara.

c. Menetapkan nilai kerugian Negara.

Kepala Bagian Verifikasi dan Tuntutan

Ganti Rugi Biro Keuangan.

1. Kepala Sub Bagian Verifikasi dan

Tuntutan Ganti Rugi.

2. Auditor Badan Pengawasan.

3. Pejabat Lain yang ditunjuk (sesuai

kebutuhan).

4. Staf bagian Verifikasi dan Tuntutan

Ganti Rugi

d. Anggota

c. Sekretaris
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Sekretaris Mahkamah Agung RI menyampaikan laporan kepada Badan

Pemeriksa Keuangan tentang Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan

dilampiri dengan bukti setor dengan tembusan kepada Badan Pengawasan

Mahkamah Agurig RI.

Pasal48

BABXII

LAPORANPELAKSANAANSURATKEPUTUSANPEMBEBANAN

(1) Apabila putusan Hakim perdatay pidana yang menjatuhkan sanksi

perdata/pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap

pegawai yang besangkutan, maka putusan hakim terse but dapat

dijadikan pertimbangan untuk menetapkan Tuntutan Ganti Rugi.

(2) Namun apabila Putusan Hakim Perdata /Pidana membebaskan

pegawai yang bersangkutan, maka putusan tersebut tidak dapat

dipakai sebagai dasar untuk membebaskan pegawai tersebut dari

sanksi Tuntutan Ganti Rugi.

Pasa147

Bagian Kedua

Sanksi Perdata /Pidana

Calon Pegawai negeri, Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan pejabat

Negara yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian Negara akan

tetapi tidak mengganti maka dapat dikenakan sanksi administratif atau

sanksi Pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasa146

BAB X

SANKSITGR

Bagian Pertama

Sanksi Administratif
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(1) Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi dilaksanakan oleh Sekretaris

Mahkamah Agung RI dengan dikoordinasikan oleh Tim penyelesaian

Kerugian Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

(2) Tata cara penetapan nilai taksiran kerugian Negara sebagai berikut :

a. Kendaraan bermotor, penetapan nilai kerugiannya berdasarkan

harga taksiran dari Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA)

setempat pada saat terjadi kerugian Negara atau harga pasar

pada saat terjadinya kerugian Negara yang di tetapkan oleh

TPKN;

b. Barang peralatan kantor, mesin dan barang lainnya (disesuaikan

dengan klasifikasi BMN) berdasarkan harga pasar pada saat

terjadinya kerugian Negara yang di tetapkan oleh TPKN;

c. Harga pasar yang menjadi bahan pertimbangan TPKN untuk

menetukan nilai taksir kerugian Negara adalah harga yang

dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA),Hasil

survei TPKNdan informasi lain yang akuntabel.

d. Bangunan, berdasarkan perhitungan perkiraan nilai bangunan

yang dikeluarkan Dit. Jen. Cipta Karya Kementerian Pekerjaan

Umum dikurangi penyusutan;

c.l. Nilai penyusutan bangunan permanen = 2%jtahun;

c.2. Nilai penyusutan semi permanen = 4 %jtahun;

c.3. Nilai penyusutan bangunan darurat = 10 %/tahun;

e. Tanah, berdasarkan nilai jual tanah berpedoman pada Nilai Jual

Obyek Pajak (NJOP) yang diterbitkan oleh Dit. Jen. Pajak

Kementerian Keuangan dan memperhatikan harga pemerintah;

f. Obat-obatan, berdasarkan harga perolehan.

Pasa149

BABXIII

KETENTUAN-KETENTUANLAIN
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Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasa153

Dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung ini maka Keputusan

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 046jKMAjSKjlIIj2009 tanggal 31

Maret 2009 dinyatakan tidak berlaku.

Pasa152

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh

pejabat yang ditunjuk setelah mendapat persetujuan lebih dahulu dari

Ketua Mahkamah Agung RI;

Pasa151

Untuk kelancaran pelaksanaan pembayaran Tuntutan Ganti Rugi, Ketua

Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama berkewajiban

mengawasi sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor

96 Tahun 2006, sedangkan untuk lingkungan selain Pengadilan Tingkat

Banding dan tingkat pertama yang berkewajiban mengawasi adalah

Kepala Satker masing-masing.

Pasa150

BABXIV

PENUTUP
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BERITANEGARAREPUBLIKINDONESIATAHUN2013 NOMOR 1208

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal16 Oktober 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIAREPUBLIKINDONESIA,

HATIAALI

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia

... '::
' ... , .'
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yang pengawasannyamenjadi tanggullgjawab kami, telah hUang.Atas peristiwa tersebut tindakan yang tetah kami lakukan
adalah:
1. Melaporkan kepada pihak yang berkepentingan.
2. Melakukanpemeriksaan.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk proses penyelesaian kehilangan barang/kendaraan dinas, bersama ini
kami lampirkan bukti - bukti pendukung antara lain :
1. Surat laporan kehilangan barangjkendaraan dinas dari pemegang barang/kendaraan, kepada atasan langsl.mg/Ketua

Pengadilan.
2. Surat Penunjukan pemegang barangjkendaraan dinas.
3. Surat Tanda PenerimaanLaporan (STPL) dari kepolisian.
4. Berita Acara Pemeriksaan(SAP) dari kepolisian.
5. Gambar j DenahTempat KejadianPerkara (TKP).
6. Surat Pernyataan Bertangungjawab dari pemegang baranq/kendaraan dinas.
7. Surat Penunjukan/PembentukanTim Pemeriksadari Satker.
8. Berita Acara Pemeriksaan(BAP)Tim Pemeriksadari Satker.
9. Fotocopy STNKdan BPKSKendaraanDinas.

10. Surat Taksiran Harga atas barang/kendaraan dinas yang hilang, dari Dinas PendapatanDaerah - Unit PelayananPKB-
BBN-KBdi PropinsijKabupaten/Kecamatan.

11. Surat KeteranganTanggung Jawab Mutlak (SKTJM)yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,.
12. Surat Pernyataan Keberatan.
13. Surat KuasaKhususPengalihanHak dari yang bersangkutan, yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,-.
14. Surat PenyerahanJaminan
15. Surat Kuasauntuk melelang
16. Surat KuasaPemotonganGaji/Penghasilan.
17. Fotocopy surat pembayaran kerugian neqara melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan Mata Anggaran

Penerimaan (MAP) 423922 - Pendapatan Pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara, beserta
Fotocopy NTPN(Nomor Transaksi PenerimaanNegara) atau Bukti pemotongan angsuran me!alui SPMyang diterbitkan
oleh BendaharaPengeluaran (rnetalul pemotongan gaji), bila sudah ada pembayaran anqsuran,

18. Daftar Kerugian Negara

Polisi :
Nama
NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan
Unit Kerja

dinas berupa
, Nomor

baranq/kendaraan
, Tahun Pembuatan

bahwaberitahukan,kamiSersama ini dengan hormat kami
, Jenis/Merk :

, yang digunakan oleh :

Jakarta

Yth. Sekretaris MahkamahAgung RI
Selaku Ketua Tim PenyelesaianKerugian Negara
di

20Nomor

Sifat
Lampiran
Hal

Contoh Surat Laporan Kehilangan kepada Sekretaris Mahkamah
Agung RI Selaku Ketua TIM TPKN

KOP SURAT PENGADlLAN

LAMPIRAN I
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 3 TAHUN 2013
TANGGAL Agustus 2013
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Tembusan:
1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
3. Ketua Pengadilan Tinggi ..sr.. .

NIP.

TANDA TANGAN +
STEMPEL

Ketua Pengadilan

Demikian pemberltahuan im kami buat sebagai bahan pertimbangan untuk proses Tuntutan Ganti Rugi terhadap
Pejabat/Pegawai bersangkutan.

Atas perhatian Bapak, karni ucapkan terima kasih.



I
"- .) -

NIP.NIP.

TANDATANGAN DIATAS
MATERAI Rp. 6.000,-

20 ....r-

Yang membuat pernyataan,Diketahui oleh :
Ketua Pengadilan

kendaraan dinas tersebut.

Bahwa saya selanjutnya akan mempertanggungjawabkan kelalaian saya atas terjadinya kerugian negara tersebut diatas.

Demikian Surat Pernyataan Bertanggungjawab ini saya buat dihadapan Ketua Pengadilan

dengan sadar dan tanpa adanya unsur paksaandari pihak manapun juga.

peristiwa hilangnya kendaraan dinas tersebut pada hari I tanggal

I kelurahan , kecamatan , kabupaten

Bahwa sava selaku penanggungjawab kendaraan mengakui sepenuhnya kelalaian saya atas peristiwa kehilangan

- Bahwa saya selaku penanggungjawab kendaraan dinas dengan Nomor Polisi :

"menyatakan sebagai berikut :

I bertanggung jawab penuh atas

I sekitar pukul di , Jln.

r tertanggalSelanjutnya di hadapan Ketua Pengadilan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya selaku penanggungjawab kendaraan dinas Roda 4

(empat) Nomor Polisi : , dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :

Jenis
Type
Merek
lsi SHinder
Tahun Pembuatan

Nama
NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan
Unit Kerja

Yang bertanda tangan di bawah ini :

SURAT PERNYATAAN BERTANGGUNG1AWAB

KOP SURAT PENGADILAN

Contoh Surat Pernyataan Bertanggungjawab (SPB)

LAMPIRAN II
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 3 TAHUN 2013
TANGGAL Agustus 2013
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Menerangkan bahwa dengan tldak akan menarik kembali, bahwa sava bertanggungjawab atas kerugian negara I
kekurangan perbendaharaan sebesar Rp. . .: ( -) atau senilai kendaraan dinas roda 4 (empat)
milik negara yang hilang, yang dalam hal ini disebabkan karena kelalaiansaya :
1. Jumlah kerugian I kekurangan tersebut telah saya gant! dengan menyetorkan jumlah uang sebesar Rp.

( ) ke KasNegara di . pada tanggal
2. Jumlah kerugian / kekurangan tersebut akan saya ganti dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, dengan

ketentuan sebagai berikut : yaitu mengangsur setiap bulan dari pemotongan langsung terhadap penghasilan tetap saya
berupa gaji dan atau remunerasi (Surat Kuasaterlampir) dan dengan jaminan berupa :
a. 1 (satu) buah BPKBNomor
b. Nilai : Rp. - ( ).
c. Atas nama pemilik
d. KendaraanBermotor Roda 2 (dua) dengan spesiftkasi :

1. Merk
2. Type
3. Jenis
4, Tahun Pembuatan
5. lsi Silinder
6. Wama
7. No. Rangka
8. No. Mesin

3. Saya selanjutnya telah maklum bahwa saya setelah memberi keterangan inj tidak boleh mengajukan pembelaan diri
dalam bentuk apapun dan menerima bahwa terhadap saya tidak dilakukan proses tuntutan menurut peraturan
perbendaharaan yang berlaku.
Keterangandiatas tldak menutup kemungkinan :
a. bahwa negara dapat membebaskan saya dar! pertanggungjawaban dan saya akan menerima kembali apa yang

telah dibayar, jika setelah pemberian keterangan ini terdapat hal - hal yang sekiranya diketahui lebih danulu, akan
menyebabkan negara membebaskansaya dari pertanggungjawaban.

b. bahwa negara masih dapat menghapuskan kerugian negara/kekurangan perbendaharaan dan sava akan
menerima kembali apa yang telah dibayar, apabila setelah keterangan ini diberikan ternyata bahwa kekurangan
dimaksud dapat diperhitungkan dengan kelebihan - kelebihan yang terdapat dalam pengurusannya atau
kekurangan itu adalah akibat dari pengaruh alam, pencurian, rusak, hilang diluar kesalahan, kelalaian atau
kealpaan.

c. bahwa dalam pertanggungjawaban, bersama saya dapat diberi pembayaran kembali apa yang telah dibayar oleh
saya lebih dari apa yang seharusnyadibebankan kepada saya.

Nama
NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan
Unit Kerja

Yang bertanda tangan di bawah ini :

SURAT KETERANGAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

KOP SURA T PENGADILAN

Contoh Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)

LAMPIRAN III
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
•REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 3 TAHUN 2013
TANGGAL Agustus 2013
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2.

Saksi- Saksi 1.

NIP.NIP.

TANDA TANGAN DIATAS
MATERAI Rp. 6.000,-TANDA TANGAN + STEMPEL

Yangmembuat pernyataan,MengetahUi/menyetujui;
Panitera/ Sekretaris

Pengadilan

20....

d. bahwa saya dapat rnemlnta pembebasan dan atau pembayaran kembali atas dasar ketentuan yang berlaku,
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dikarenakan pengaruh alam, pencurian, rusak, hilang diluar kesalahan, kelalaian atau

kealpaan;

, yakniperbendaharaan sebesar Rp.

kerugian I kekurangan disebabkan karena kelalaian saya.

Selanjutnya Surat KuasaKhususPengalihanHak ini tidak berlaku bila :

a. Negara telah membebaskansaya dari pertanggungjawaban;

b. Negara telah menghapus kerugian negara/kekurangan perbendaharaan tersebut

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan
Unit Kerja

Terhitung setelah waktu 1) sejak ditandatanganinya Surat

Kuasa Khusus Pengalihan Hak ini, memberi kuasa dengan tidak akan menarik kembali

kepada 2) , untuk mengalihkan hak atas benda - benda

jaminan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Surat KuasaKhususPengalihan Hak

ini I sebagaimana tersebut dalam Surat KeteranganTanggung Jawab Mutlak yang dibuat

tanggal , guna mengembalikan kerugian negara/kekurangan

SURAT KUASA KHUSUS PENGALIHAN HAK

KOP SURAT PENGADlLAN

Contoh Surat Kuasa Khusus Pengalihan Hak

LAMPIRAN IV
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 3 TAHUN 2013
TANGGAL: Agustus 2013
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Keterangan :

1) Sesuai kesanggupandalam Surat KeteranganTanggung Jawab Mutlak;

2) KepalaKantor/Satuan Ketja terjadinya kekurangan perbendaharaan/kerugian negara tersebut.

NIP.NIP.

TANDA TANGAN DIATAS
MATERAI Rp. 6.000,·TANDA TANGAN + STEMPEL

20., .

Yang membuat pernyataan,Mengetahui/menyetujui :
Panitera / Sekretaris

Pengadilan

c. Pembayaran yang dibebankan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan

Tangung Jawab Mutlak tanggal r telah terselesaikan.
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Warna
No. Rangka
No. Mesin

sebagai jaminan atas pengembalian kerugian negara yang menjadi tanggungjawab

saya sebesar Rp. ,,- ( . ).

2. Bahwa barang - barang, hak - hak atas barang, surat berharga, hak - hak atas tagihan

tersebut telah saya serahkan kepada negara yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama
NIP
Pangkat/Golongan

).

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan
Unit Kerja
Tempat tinggal

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)

yang saya buat tanggal .. , dengan ini saya menyerahkan baranq-

barang, hak - hak atas barang, surat berharga, hak - hak atas tagihan berupa :

a. 1 (satu) buah BPKB Nomor :
b. Nilai : Rp. .: (
c. Atas nama pernilik :
d. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) dengan spesifikasi :

Merk
Type
Jenis
Tahun Pembuatan
lsi Silinder

SURAT PENYERAHAN JAMINAN

KOP SURAT PENGADlLAN

Contoh Surat Penyerahan Jaminan

LAMPIRAN V
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 3 TAHUN 2013
TANGGAL: Agustus 2013
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mengembalikan kerugian negara seluruhnya, maka barang - barang, hak - hak atas

barang, surat berharqa, hak - hak atas tagihan tersebut pada butir 1 (satu) diatas,

saya serahkan sepenuhnya kepada negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun

diterima guna penyelesaian kewajiban saya berdasarkan kasus yang menjadi lampiran

dari surat penyerahan jaminan ini

5. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 (empat) diatas

ternyata kurang dari jumlah kerugian negara yang harus saya kembalikan, maka

kekurangan tetap menjadi tanggungjawab saya atau ahJiwaris saya.

6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 (empat) diatas

ternyata melebihi kekurangan perbendaharaan/kerugian negara yang harus saya

kembalikan, maka kelebihannya akan sava/ahli waris saya terima kembali setelah

dipotong biaya - biaya yang dikeluarkan oleh negara sehubungan dengan

penjualan/pelelangan.

7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas kerugian negara ini, tidak mengesampingkan

tindakan hukum pihak yang berwajib dan atau tindakan administrasi kepegawaian

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

tenyata saya tidak mampu

pribadi yang sudah serta tidak dalam sengketa dan tidak terdapat beban - beban

lainnya.

4. Apabila sampai dengan tanggal

: Wakil Sekretaris
Pengadilan

Panitera/Sekretaris
Pengadilan

Jabatan
Unit Kerja
Dengan disaksikan oleh
a. Nama

NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan
Unit Kerja

b.Nama
NIP
Pangkat/Golon~j'an
Jabatan KepalaUrusanUmum
Unit Kerja Pengadilan

3. Menjamin bahwa barang - barang, hak - hak atas barang, surat berharga, hak - hak

atas tagihan tersebut pada butir 1 (satu) diatas, adalah benar - benar milik/hak saya
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2,

Saksi - Saksi: 1.

NIP,NIP.

TANDA TANGAN + STEMPEL

TANDATANGAN DIATAS
MATERA! Rp. 6.000,-

20,
Yang menyerahkanjaminan,Yang menerima jaminan,

Panitera !Sekretaris
Pengadilan

Demikian Surat Penyerahan Jaminan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan

tanpa adanya unsur paksaan atau tekanan dari pihak mana pun juga.
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NIP.NIP.

TANDA TANGAN + STEMPEL

TANDA TANGAN DIATAS
MATERA! Rp. 6.000,-

20"'f

Yang memberi kuasa,Yang menerima kuasa,
Panitera I Sekretaris

Pengadilan

Demikian Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi.

untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum berupa menjual, melelang,
menagih barang - barang, hak - hak atas barang, surat berharga, hak - hak atas tagihan, yaitu
sesuaidengan Surat PenyerahanJaminan tanggal

---- - ----------- -- ------------ - ---------- KH USU S ----------- - - ----------------------- -----

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan
Unit Kerja
Tempat tinggal
Dengan ini memberi kuasa kepada :
Nama
NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan
Unit Kerja
Tempat tinggal
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama negara (Ketua Mahkamah Agung RI) dalam

melakukan :

SURAT KUASA UNTUK MElElANG

KOP SURAT PENGADlLAN

Contoh Surat Kuasa Untuk Melelang

LAMPIRANVI
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 3 TAHUN 2013
TANGGAL: Agustus 2013
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NIP.NIP.

TANDA TANGAN.+ STEMPEL

TANDA TANGAN DIATAS
MATERAI Rp. 6.000,-

.20..,
Yang memberi kuasa,Yang menerima kuasa,

Bendahara Pengeluaran/
Pembuat Daftar Gaji

Pengadilan

Demikian Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi.

untuk melakukan pemotongan langsung atas penghasilan tetap saya berupa gaji sebesar Rp.
, ( ) setiap bulannya selama

( ) bulan, terhitung dari bulan tahun. sampai dengan bulan
tahun .., guna pembayaran kerugian negara yang menjadi tanggungjawab saya melalui Mata
Anggaran Penerimaan (MAP) 423922 - Pendapatan Pelunasan ganti rugi atas kerugian yang
diderita oleh negara, beserta Fotocopy NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) atau Bukti
pemotongan angsuran melalui SPM yang diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran (melalui
pemotongan gaji), dengan fotocopy bukti pembayaran angsuran dikirim ke Biro Keuangan Badan
UrusanAdministrasi setiap bulannya.

Nama
NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan
Unit Kerja

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

Nama
NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan
Unit Kerja
Tempat tinggal

Yang bertanda tangan di bawah ini :

SURAT KUASA PEMOTONGAN GAll

KOP SURAT PENGADILAN

Contoh Surat Kuasa Pemotongan Gaji

LAMPlRAN VII
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 3 TAHUN 2013
TANGGAL Agustus 2013
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